BAB 11
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Kajian Tentang Gerakan Kewarganegaraan Ekologis

a. Gerakan Ekologi

Aksi gerakan senantiasa akan berkembang ketika kehidupan manusia
mengalami problematika yang ada di suatu peristiwa. Gerakan melibatkan
banyak manusia dan peristiwa-peristiwa yang berperan dalam memperkuat
perubahan sosial (Shiva, 1997: 87). Menurut Eisenstadt (1986: 3) proses
revolusi dipahami sebagai proses yang amat luar biasa, sangat keras dan
merupakan suatu gerakan yang paling terpadu dari seluruh gerakan-gerakan
sosial yang lain. Gerakan sosial sangat erat hubungan antara kekerasan dan
perubahan jelas terlihat dalam gerakan-gerakan protes tersebut. Gerakan
revolusi sesungguhnya telah menjadi sangat kuat dan seolah-olah
memperoleh suatu kekuatan alamiah dalam masyarakat pasca industri
(Eisenstadt, 1986: 390). Proses perjuangan gerakan revolusi pasca industri
pertambangan mendorong masyarakat Bangka Belitung untuk membentuk

lembaga organisasi-organisasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Organisasi yang terkait erat dengan gerakan lingkungan termasuk
pemerintah atau kelompok yang di sponsori pemerintah, asosiasi profesional
dan organisasi ilmiah (Brulle, 2000: 282). Gerakan lingkungan dalam kajian

Aditjondro membagikan tiga komponen penting dalam menjalankan
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perannya. Komponen pertama, gerakan lingkungan yang terorganisir atau
gerakan lingkungan yang sukarela, contohnya WALHI di Indonesia.
Komponen kedua, gerakan lingkungan publik yang merupakan bentuk
gerakan berbasis masyarakat, tindakan sehari-hari menyatakan keengganan
atau kesukaan terhadap ekosistem. Komponen ketiga, gerakan lingkungan
yang berbasis pemerintah atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh
pemerintah mengenai upaya penanganan masalah lingkungan hidup seperti
dinas lingkungan hidup di Indonesia (Aditjondro, 2003: 166). Dari
komponen-komponen tersebut gerakan lingkungan mempunyai konsistensi
dalam menangani isu-isu dan masalah lingkungan yang ada di Bangka
Belitung. Gerakan lingkungan berbasis pemerintah yang dilakukan dinas
lingkungan hidup perlu menyadari betapa pentingnya mengelola lingkungan

hidup yang baik bagi kepentingan masyarakat Bangka Belitung.

Gerakan sosial yang sejati adalah mampu mengartikulasikan proses
sosial-politik yang mendasar dan menjawab persoalan sosial dan politik yang
ada. Gerakan ini harus menyediakan alternatif yang tepat bagi masyarakat
pada umumnya, bukan hanya untuk komunitasnya sendiri (Hikam, 1997:
154). Gerakan civil society merupakan gerakan yang mendunia misalnya
dalam gerakan pelestarian alam yang mengikutsertakan kekuatan-kekuatan
organisasi non-pemerintah yang banyak dikenal oleh masyarakat sendiri
melestarikan  lingkungannya (Tilar, 2004: 41). Gerakan lingkungan
terorganisasi menjawab semua masalah lingkungan seperti gerakan yang di

lakukan GAPABEL dan WALHI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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Gerakan terorganisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk menentang
kekuasaan dan keadaan krisis lingkungan sangat diperlukan masyarakat.
Persoalannya menurut  Kalidjernih  (2011:  160)  gerakan-gerakan
environmentalis ~ membawa  implikasi  penting kepada  konsepsi
kewarganegaraan. Sedangkan Vasi (2011: 37) menjelaskan gerakan
lingkungan dapat menekan berbagai organisasi untuk membeli tenaga hijau
melalui petisi, tuntutan hukum, boikot, dan protes. Hal ini menuntut hak atas
kelangsungan hidup yang berkeadilan dan perdamaian melalui petisi, tuntutan
hukum dan protes kebijakan yang merugikan lingkungan. Gerakan-gerakan
ekologi adalah gerakan politik bagi tatanan dunia tanpa kekerasan dimana
alam dilestarikan untuk mempertahankan bagi keberlangsungan hidup.
Gerakan ekologi yang mendalam menyentuh setiap masalah pribadi,

ekonomi, politik, dan filosofis (Shiva, 1997: 48; Naess, 1989: 32).

Pergerakan  lingkungan  juga  cenderung  mempromosikan
pengembangan strategi untuk perubahan dalam kehidupan masyarakat tentang
kapasitas negara untuk menemukan jawaban yang benar dalam institusi
politik untuk gerakan-gerakan menjaga sumber daya alam. Gerakan
lingkungan memberikan kesejahteraan sosial secara luas. Negara
menyediakan pendidikan lingkungan, regulasi, pengeluaran dan perbaikan
eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi (Christoff, 1995:

159).

Murdiantum & Daryanto (2015: 12) menyatakan bahwa peran serta

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan,
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pelaksanaan sampai dengan tahapan pemantauan masih relatif rendah.
Pendekatan gerakan sosial baru memperlakukan gerakan sosial sebagai gejala
dan solusi untuk kontradiksi yang melekat dalam masyarakat birokrasi
modern (Forsyth, 2001: 2). Pada kasus permasalahan lingkungan di Bangka
Belitung ini banyak terdapat suatu fenomena menarik yang memunculkan
gerakan memperbaiki lingkungan. Gerakan aksi menjadi solusi untuk

menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dibutuhkan.

b. Konsep Gerakan Kewarganegaraan Ekologis (Ecological Citizenship)

Isu kerusakan lingkungan di Bangka Belitung sudah lama dirasakan
oleh warga. Kini ada beberapa komunitas berbasis lingkungan yang muncul
untuk mengawasi kebijakan penting pemerintah khususnya dinas lingkungan
hidup dalam penyelamatan lingkungan hidup. Beberapa kasus yang berkaitan
tentang lingkungan hidup menunjukkan bahwa masyarakat harus mempunyai
pengetahuan dalam mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan yang

dikenal dengan istilah kewarganegaraan ekologis (ecological citizenship).

Kajian Dobson (2003: 90) menganggap kewarganegaraan ekologis
lebih menarik secara intelektual daripada kewarganegaraan lingkungan
(environmental  citizenship) dari sudut pandang kewarganegaraan
(citizenship). Kewarganegaraan ekologis secara garis besar ditentukan oleh
upaya untuk memperluas wacana kesejahteraan sosial untuk mengakui
prinsip-prinsip universal yang berkaitan dengan hak-hak lingkungan dan
secara terpusat memasukkannya dalam hukum, budaya dan politik (Dobson,

2003: 95). Sedangkan kajian Smith & Pangsapa (2008: 9) menjelaskan
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kewarganegaraan ekologis adalah bagian dari generasi baru jenis
kewarganegaraan yang menganggap serius politik kewajiban. Generasi baru

menjadikan kewarganegaraan ekologis bagian dari jenis kewarganegaraan.

Konsep kewarganegaraan ekologis tidak akan muncul secara spontan,
namun harus diciptakan dengan keterlibatan dalam kegiatan politik yang
mendukung isu global lingkungan. Smith & Pangsapa (2008: 80) berpendapat
bahwa kewarganegaraan ekologis mengandaikan manusia memiliki
kewajiban terhadap binatang, pohon, gunung dan komunitas biotik. Pendapat
tersebut beranggapan menusia berkewajiban untuk menjaga kerusakan hutan,
ekosistem hewan, kelestarian gunung dan berhati-hati untuk memulai setiap
pembangunan yang mungkin memiliki dampak buruk pada ekosistem. Kajian
Curtin (2002: 302) mengatakan bahwa menjadi warga negara yang ekologis
membutuhkan transformasi dalam identitas moral. Setiap warga negara
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang

baik dan sehat (Asshiddiqie, 2009: 39).

Takahashi et al (2016: 4) mengatakan bahwa kewarganegaraan
ekologis sebagai keterlibatan dalam kegiatan polittk yang bertujuan
mendukung penyebab lingkungan. Dalam setiap kasus, ada kelemahan
tentang perubahan perilaku masyarakat yang cepat, sementara
kewarganegaraan ekologis inisiatif bisa memakan waktu lebih lama (Dobson,
2007: 283). Berkowitz et al (2005: 228) menyampaikan bahwa
kewarganegaraan ekologis melibatkan pemberdayaan orang untuk memiliki

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk
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mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan warga negara sehubungan dengan
lingkungan dan untuk bertindak sesuai berdasarkan pengetahuan terbaik
tentang pilihan dan konsekuensi.

Kewarganegaraan ekologis menangkap keterkaitan antara politik hijau
dan teori kewarganegaraan. Penelitian Escrihuela (2008: 113) menjelaskan
peran negara dan negara hijau dalam mengubah kewarganegaraan dalam
perspektif civil society harus diperkenalkan tentang promosi kewarganegaraan
ekologis yang melibatkan penciptaan yang adil dalam masyarakat
berkelanjutan. Kewarganegaraan ekologis terikat pada wilayah negara dan
dipraktekkan dalam pendidikan lingkungan secara eksklusif di masyarakat.
Kewarganegaraan ekologis dapat dilakukan dengan contoh salah satu model

dari banyak pendidikan lingkungan dengan keterlibatan masyarakat.

Kewarganegaraan ekologis telah disarankan sebagai penggerak
perilaku pro-lingkungan individu memberikan perubahan yang lebih stabil
untuk perubahan gaya hidup daripada bergantung pada alat kebijakan
eksternal. Menerapkan hak-hak lingkungan dalam konstitusi merupakan
bagian dari mewujudkan proyek politik keberlanjutan sebagai melaksanakan
tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup (Jagers, et al, 2014:
434; Dobson: 2003: 89). Dapat dipahami bahwa setiap masyarakat yang
berpikir sepanjang garis kewarganegaraan ekologis untuk berperilaku ramah
lingkungan dalam semua aktivitas. Kewarganegaraan ekologis telah

disarankan sebagai pendorong perilaku pro-lingkungan dan memberikan
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pondasi yang lebih stabil untuk perubahan gaya hidup masyarakat Bangka

Belitung.

Strategi pengembangan masyarakat peduli lingkungan sangatlah
diperlukan di Bangka Belitung. Gerakan pengembangan kewarganegaraan
ekologis yang dilakukan World Wide Fund (WWF) Malaysia (2008: 8)
menyebutkan ada 4 tahapan yaitu: 1) Environmental Knowledge yaitu
ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan interaksi
dengan alam untuk menciptakan dan melakukan perbaikan bagi kelestarian
lingkungan, baik secara individu dan organisasi. 2) Environmental skills yaitu
keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi,
mencegah dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu,
kelompok atau organisasi. 3) Environmental Attitudes yaitu seperangkat nilai
dan feelings terhadap lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi
pengembangan ekologi dan proteksinya, baik secara individu, kelompok atau
organisasi. 4) Environmental Participation yaitu warga negara pada akhirnya
akan memiliki sensitifitas terhadap persoalan ekologi dan berupaya
menerapkan kepedulian lingkungan melalui serangkaian tindakan pro

lingkungan.

Tahapan-tahapan ini merupakan suatu proses yang harus dilakukan
untuk tercapainya masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya
menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi warga negara dalam menjaga
kelestarian lingkungan diawali dengan pemberian pengetahuan, dan

keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan itulah yang akan membentuk
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sikap dan partisipasi masyarakat Bangka Belitung dalam melestarikan
lingkungan dan mewujudkan kewarganegaraan ekologis (ecological

citizenship).

Menciptakan kewarganegaraan ekologis tergantung pada dorongan
untuk perubahan sosial yang disebabkan oleh lingkungan yang memburuk.
Terlepas dari konsep kewarganegaraan ekologis, negara tetap menjadi fokus
perhatian yang sangat penting untuk melindungi kepentingan lingkungan
yang dapat digariskan secara umum menjamin standar lingkungan dalam
undang-undang perlindungan ekosistem dan spesies untuk memberikan
dukungan hukum lingkungan lebih lanjut. Gerakan ekologi memunculkan
budaya solidaritas lingkungan dalam bentuk komunitas berbasis lingkungan.
Namun, aksi masyarakat untuk menghentikan dan memperbaiki degradasi
lingkungan dengan sengaja telah dimobilisasi dalam civil society (Christoft,

1995: 157).

Isu-isu ekologi secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Media massa telah membuka
pengetahuan masyarakat tentang dampak pencemaran lingkungan ke ranah
ruang publik. Oleh sebab itu, potensi dampak lingkungan diperlukan
beberapa prinsip yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan jika
kelestarian ekologi ingin dicapai dan dipelihara. Prinsip-prinsip ini meliputi
sebagai berikut. Pertama, prinsip kehati-hatian. Kedua, prinsip bahwa
keanekaragaman hayati harus dilestarikan untuk alasan ekologis, ekonomi

dan etika. Ketiga, prinsip keadilan antargenerasi. Keempat, prinsip prosedural
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yang berkaitan dengan kebutuhan refleksivitas dalam pengambilan keputusan
(Christoff, 1995: 156). Terlaksananya prinsip-prinsip ini tergantung pada
penegakan hukum baik untuk menyediakan jaminan luas tentang hak-hak
lingkungan generasi selanjutnya.

Fenomena baru telah muncul sebagai pengaruh signifikan terhadap
gerakan kewarganegaraan ekologi yang menyoroti berbagai macam peluang
untuk menggabungkan alasan ekonomi dan lingkungan. Gerakan
kewarganegaraan ekologi menunjukkan implikasi pada dinas lingkungan
hidup dan organisasi sukarela dalam berbagai bidang pengolahan lingkungan

hidup, antara lain:

1) Pembelajaran kelembagaan
Melalui pembelajaran organisasi sosial dapat memfasilitasi lebih
banyak  terhadap isu-isu  lingkungan. Program  pembelajaran
kewarganegaraan ekologi dengan cara memenuhi tujuan ekonomi dan
lingkungan dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Jadi
program kewarganegaraan ekologi dapat dikemas tidak hanya sebagai
strategi yang baik untuk mencapai tujuan lingkungan, tetapi juga masuk
akal bisnis yang baik dan menghindari pencemaran.
2) Memanfaatkan kebijakan teknologi
Program kebijakan teknologi membuat hubungan antar tujuan sosial
dan lingkungan. Menghubungkan pemanfaatan teknologi dalam
keterlibatan masyarakat melihat dampak lingkungan sebagai inisiatif yang

dikelola perusahaan swasta, Bank Dunia dan IMF.
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3) Perkembangan Politik budaya
Situasi perkembangan budaya saat ini memunculkan berbagi wacana
lingkungan yang mengatur produksi aturan-aturan melestarikan
lingkungan hidup. Gerakan kewarganegaraan ekologi memiliki dampak
nyata dalam menggunakan budaya untuk mencerminkan cara dimana
wacana lingkungan tidak menimbulkan kesulitan (Smith & Pangsapa,

2008: 149-150).

Konsep kewarganegaraan ekologis menjadi satu pandangan yang
memicu gerakan kepedulian lingkungan secara privat individu maupun publik
untuk mengembalikan keaslian lingkungan. Program-program
mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap krisis ekologi di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menjadi penerapan pendidikan karakter peduli
lingkungan melalui pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan etika

kepada masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Kajian Tentang Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan hidup

Pengertian lingkungan hidup dalam menurut Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Pasal 1 ayat 2 memberikan kesatuan ruang dengan semua benda,
daya, keadaan, dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia dan perilakunya

sendiri. Keraf (2014: 9) mengemukakan bahwa lingkungan hidup adalah
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perilaku manusia, tentang nilai manusia dan nilai alam atau lingkungan hidup
dan bagaimana manusia berperilaku berdasarkan nilai yang diberikan
manusia baik atas dirinya maupun atas alam semesta. Perilaku masyarakat
untuk memenuhi keadilan yang ramah lingkungan mengarah pada perbuatan
yang baik tanpa mengalami pergeseran pengetahuan tentang penyebab
perubahan perilaku. Perubahan pengetahuan menentukan lingkungan hidup
akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Faktor-faktor yang menciptakan

lingkungan yang lebih haruslah seimbang.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya lembaga
dinas lingkungan hidup memperhatikan keselamatan lingkungan dengan
bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti WALHI, GAPABEL dan
organisasi lainnya. Salah satu kontrol untuk mengelola kekayaan sumber daya
alam dinas lingkungan hidup menjamin kepentingan bersama dan mengontrol
kekuatan sektor swasta. Oleh karena itu, pengembangan teknologi harus tepat
digunakan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat
dan menjamin penggunaan sumber daya secara optimal dengan tidak merusak

alam.

Merujuk pada pendapat Asshiddigie (2009: 144) bahwa wawasan
lingkungan sebagai wawasan baru dalam kerangka sistem kekuasaan negara
dan kebajikan pembangunan sangat diperlukan untuk menghadapi arus besar
paradigma pemikiran yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup.

Beberapa aksi wawasan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan
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organisasi masyarakat Bangka Belitung dengan mengajak masyarakat ikut

menggalangkan aksi penghijauan.

Pada dasarnya masalah pencemaran ini dapat memberikan dampak
yang luas karena dapat terjadi pada berbagai lingkungan fisik kehidupan
manusia. Sehubungan hal ini Soetomo (2010: 94) membedakan berbagai
bentuk pencemaran antara lain. 1) Pencemaran udara yang dapat berasal asap
mobil, asap pabrik, asap pembakaran minyak, asap pembakaran sampah; 2)
Pencemaran air yang berasal dari pembuangan limbah industri ke sungai,
danau, laut atau limbah berbagai jenis pestisida, dan pupuk yang digunakan
petani; 3) Pencemaran kimiawi berupa produksi bahan-bahan sintesis yang
digunakan sebagai bahan detergen, pupuk, pestisida, plastik, pakaian; 4)
Limbah padat yang berupa sampah buangan kegiatan individu atau bisnis
tertentu; 5) Polusi panas berupa peningkatan temparatur air dan panas

atmosfir yang disebabkan oleh berbagai ulah manusia.

Pencemaran lingkungan terdapat pencemaran air maupun tanah
merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dari kegiatan pembangunan.
Lingkungan yang tercemar akibat kegiatan penambangan masyarakat Bangka
Belitung akan berdampak negatif pada kesehatan, kenikmatan  hidup,
perubahan iklim, keindahan alam, serta keseimbangan ekosistem dan sumber
daya alam. Masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan juga merupakan
persoalan dalam ruang lingkup nasional. Keberhasilan terlaksananya
pembangunan tentunya mempunyai permasalahan pengolahan lingkungan

hidup yang ada lima di Indonesia yaitu. kebijaksanaan, peraturan perundang-
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undangan, kelembagaan, dukungan data dan informasi lingkungan serta
teknologi pengelohan lingkungan, dan peran serta masyarakat (Murdiatum &

Daryanto, 2015: 11).

Kehancuran kekayaan sosial-budaya dan kekayaan sumber daya alam
lingkungan hidup adalah, pertama, terjadi kemiskinan yang semakin
mendalam di banyak negara sedang berkembang, tidak saja kekayaan sumber
daya alam yang terkuras habis untuk membayar utang luar negerinya. Kedua,
timbul berbagai penyakit yang terkait langsung dengan mutu kehidupan yang
semakin menurun di satu pihak dan dampak dari berbagi pencemaran
lingkungan hidup dan pihak lain. Ketiga, kehancran sumber daya alam dan
keanekaragaman hayati membawa pengaruh langsung bagi kehancuran
budaya masyarakat di sekitarnya yang sangat tergantung hidupnya dari
keberadaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati tersebut (Keraf,

2010:194).

Sikap manusia memengaruhi ada tiga bentuk hubungan tersebut yaitu:
Pertama, manusia melihat alam sebagai kekuatan besar yang dapat
mengendalikan kehidupan manusia, oleh karenanya manusia tunduk
kepadanya. Kedua, melihat hubungan dalam keseimbangan; manusia
membutuhkan alam dan alam membutuhkan manusia. Ketiga, manusia
dengan segala kemampuannya mencoba menguasai alam (Soetomo, 2010:
94). Pengetahuan lingkungan yang mendalam mempunyai rasa hormat
terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan lainnya meskipun dasar konseptual

untuk penghormatan itu sangat berbeda. Mengakui perambahan lahan di
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daerah-daerah yang pernah berhutan dan kemudian diolah oleh pemerintah
serta beberapa LSM telah mempromosikan penanaman pohon (Chapple,

2001: 70).

b. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan
yang dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan jalan
dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam pada satu pihak dan
sumber daya manusia pada pihak lain (Jamaludin, 2016: 16). Cita-cita dan
agenda utama pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk
mensinkonisasikan, menintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga
aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan
aspek lingkungan hidup (Keraf, 2010: 192). Pelaksanaan pembangunan dapat
dilakukan dengan cara menyerasikan aktivitas manusia dengan kemampuan
sumber daya alam yang tersedia dengan tidak menciptakan adanya perusakan

kondisi alam lingkungan, baik secara geografis maupun demokrafis.

Manitora mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pandangan seperti ini menyiapkan strategi kepada masyarakat untuk
keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan sehat dan bersih untuk
keuntungan generasi yang akan datang (Mitchell, et al, 2016: 47). Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
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Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 1 ayat 3

menjelaskan pembangunan berkelanjutan secara sadar dan terencana.

Merujuk pendapat Shiva (1997: 7) bahwa pembangunan yang timpang
tidak mengenal kenyataan bahwa untuk mewujudkan keadilan yang merata
mutlak perlu keselarasan alam dan langkah-langkah untuk memelihara
keselarasan alam. Pembangunan berkelanjutan harus demi kepentingan
masyarakat bukan kepentingan kelompok tertentu yang sedang berkuasa.
Kegiatan-kegiatan dalam menikmati hasil pembangunan maka harus
mempunyai prinsip keadilan dalamm mengelola sumber daya alam. Upaya
menjadikan masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis tentunya
melalui pendidikan yang merata antara kalangan ekonomi atas dan ekonomi

bawah

3. Kajian Tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat

a. Pendidikan lingkungan

Pendidikan yang menekankan citizenship sebagai misi utama
pendidikan  lingkungan (environmental  education) terutama yang
mengadvokasi  pengembangan nilai-nilai  lingkungan dan perilaku
bertanggung jawab lingkungan (Berkowitz, et. al., 2005: 227). Pendidikan
lingkungan yang berkeadilan di kalangan masyarakat bertujuan untuk
mengembangkan pembangunan pada level civil society melalui gerakan dinas
lingkungan hidup dan organisasi masyarakat lainnya. Debson (2003: 132)

menyatakan bahwa kebajikan pertama kewarganegaraan ekologis adalah
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keadilan. Pernyataan ini membenarkan bahwa dalam mengelola kekayaan
sumber daya alam harus bersifat adil sesuai kebutuhan pembangunan
berkelanjutan. Tindakan yang dilakukan masyarakat menunjukkan perubahan

perilaku dari gaya hidup untuk pelestarian lingkungan.

Wawasan pendidikan lingkungan sangat penting untuk diimplikasikan
dalam rangka memperluas pembelajaran citizenship dari lokal menuju global.
Salah satu tantangan lingkungan kurang dihargai yang sekarang dihadapi
adalah kombinasi ketidakpedulian dan sikap apatis antara warga dalam
menghadapi perubahan iklim global dan penurunan keanekaragaman hayati.
Memperluas konsep citizenship menjadi kebutuhan pengalaman belajar warga
dilakukan secara komprehensif evaluasi yang akan memberikan wawasan
yang berguna bagi pendidikan lingkungan hidup dan masa depan (Kelly, et al,
2012: 1). Citizenship dalam kaitannya dengan masalah lingkungan dan energi
telah dibahas dengan menggunakan konsep kewarganegaraan ekologis
(ecological citizenship), kewarganegaraan lingkungan (environmental
citizenship), kewarganegaraan berkelanjutan (sustainability citizenship), dan

kewarganegaraan energi (energy citizenship) (Lee, 2018: 2).

Kewarganegaraan ekologis mengakui hak-hak lingkungan dengan
keterampilaan yang dibatasi wilayah politik. Citizenship sebagai tujuan utama
pendidikan lingkungan. Lima komponen tumpang tindih dari pendekatan
kewarganegaraan ekologis meliputi sebagai berikut. 1) Ecological Literacy:
memahami sistem ekologis utama dengan menggunakan pemikiran ekologis

yang baik, sekaligus memahami sifat ilmu ekologi dan hubungannya dengan
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masyarakat. 2) Civics Literacy: memahami sistem sosial, ekonomi, budaya,
dan politik kunci dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis yang
diperlukan. 3)  Values Awareness: kesadaran akan nilai-nilai pribadi
berkenaan dengan lingkungan, dan kemampuan untuk menghubungkan nilai-
nilai ini dengan pengetahuan dan kebijaksanaan praktis untuk membuat
keputusan dan tindakan. 4) Self-efficacy: memiliki kemampuan untuk belajar
dan bertindak berkenaan dengan nilai dan kepentingan pribadi di lingkungan.
5) Practical Wisdom: memiliki kebijaksanaan praktis dan keterampilan untuk
pengambilan keputusan dan bertindak berkenaan dengan lingkungan
(Berkowitz, et. al., 2005: 230). Pendekatan seperti itu memberikan kerangka
yang lebih menarik untuk menumbuhkan kewarganegaraan ekologis yang
bergerak memberikan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu dalam
memberdayakan masyarakat untuk mengambil bagian proses demokrasi yang

diperlukan pembangunan berkelanjutan.

Lingkungan hidup berkomitmen sebagai fokus yang tepat dan penting
untuk pendidikan formal dan non-formal (Palmer, 2003: 228). Tujuan
pendidikan lingkungan hidup UNESCO (1977) merumuskan ada tiga sebagai

berikut.

1) Untuk menumbuhkan kesadaran yang jelas tentang kepedulian saling
ketergantungan economic, social, political dan ekologi di daerah perkotaan

dan pedesaan,;
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2) Untuk memberikan setiap masyarakat berpeluang untuk memperoleh
knowledge, values, attitudes, commitment dan skills yang diperlukan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan;

3) Untuk menciptakan pola perilaku individuals, groups dan society yang

baru secara keseluruhan terhadap lingkungan (Parmer, 2003: 135-136).

Tujuan dari pendidikan lingkungan adalah untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang masalah isu-isu lingkungan hidup, serta
mencari solusi secara bijaksana dan rasional dalam penggunaan sumber daya
alam. Oleh karena itu, lingkungan hidup mencakup pertambang, perkebunan
dan sampah semua aspek-aspek tersebut terdapat pada perkotaan, pedesaan,
teknologi, politik, ekonomi, sosial, estetika dan etika yang ada di Bangka

Belitung.

Pendidikan lingkungan menawarkan kesadaran masyarakat akan
kelestarian lingkungan. Organisasasi masyarakat yang bergerak dalam
lingkungan hidup telah memberikan kontribusi lebih kepada pemerintah
untuk mempromosikan pendidikan lingkungan. Strategi yang efektif untuk
mempromosikan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah. Kajian
pendidikan lingkungan beberapa tahun terakhir melalui sektor pendidikan
non-formal sedikitnya dari tiga pendekatan: melalui model pendidikan
lingkungan yang efektif yang dapat diterapkan pada masyarakat, LSM dan
kantor pemerintah, melalui program pelatihan pendidikan lingkungan yang
efektif yang dapat diterapkan pada bisnis dan industri, dan melalui liputan

media pendidikan lingkungan yang efektif (Palmer, 2003: 218).
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Eksistensi seruan untuk pendidikan lingkungan diperlukan perumusan
kebijakan dan implementasi menggabungkan konsep kemampuan generasi
mendatang. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa pendidikan
lingkungan harus fokus pada membantu individu dan kelompok untuk: 1)
dapatkan kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan total dan masalah-
masalah yang terkait dengannya. 2) dapatkan berbagai pengalaman dan
pemahaman dasar tentang lingkungan dan masalah yang terkait. 3)
memperoleh serangkaian nilai dan perasaan peduli terhadap lingkungan dan
motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan perlindungan
lingkungan. 4) memperoleh keterampilan untuk mengidentifikasi dan
memecahkan masalah lingkungan. 5) terlibat aktif dalam upaya menuju
penyelesaian masalah lingkungan (Latchem, 2018: 156). Jadi pembelajaran
yang dilakukan oleh banyak individu dan kelompok organisasi berbasis
lingkungan di Bangka Belitung menanamkan tema keberlanjutan ke dalam
pendidikan non-formal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan

masalah lingkungan.

Pemahaman tentang model pendidikan lingkungan dapat memajukan
program pengajaran yang lebih efektif harus dikembangkan untuk mencapai
tujuan akhir dari pendidikan lingkungan. Oleh karena itu, pembelajaran
diterapkan di sekolah-sekolah dan masyarakat yang diajukan melalui
organisasi berbasis lingkungan dan pemerintah dengan program pelatihan

pendidikan lingkungan secara terbuka yang diliput media.
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Program perlindungan lingkungan bergantung pada aktivitas
masyarakat lokal terutama di kalangan anak-anak dan remaja yang bertujuan
untuk dampak sosial yang luas dimulai dengan komunitas lokal, struktur
pemerintah, organisasi sosial dan entitas bisnis. Program hari pohon (7ree

Day) mengintegrasikan masyarakat pada level sebagai berikut.

1) Perlindungan lingkungan (environmental protection)

Kegiatan pendidikan ekologi yang diarahkan pada penggunaan
sumber daya alam oleh manusia dengan cara penanaman dan perlindungan
pohon yang harmonis dan berkelanjutan yang menjamin pembaruan dan
pelestarian mereka untuk generasi mendatang.

2) Ekonomi (economic)

Kegiatan menanam pohon dan hutan mengurangi dampak negatif dari
perubahan iklim sehingga mengurangi biaya ekonomi mikro dan makro
serta mengurangi beban utang pada generasi mendatang.

3) Sosial (social)

Program ini menyediakan kerjasama internasional di bidang

perlindungan lingkungan melalui komitmen sosial yang luas (Bozek, 2011:

83)

Pendidikan lingkungan memiliki konsekuensi yang lebih nyata dan
meluas. Keterlibatan masyarakat terlibat dalam aktivitas yang berhubungan
hak istimewa sosial, politik dan ekonomi. Dalam skenario seperti itu, secara
kritis mengetahui bagaimana gerakan kewarganegaran ekologis ini

berinteraksi dengan organisasi berbasis lingkungan dalam upaya
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pembentukan karakter peduli lingkungan. Sejarah kampanye lingkungan
sebagian besar adalah perjuangan untuk mereformasi struktur tata kelola

lingkungan.

b. Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan sudah menjadi tujuan umum untuk
pendidikan. Dari kajian Birzéa (2000) Education for Democratic Citizenship
menunjukkan bahwa pembanguan kewarganegaraan yang demokratis
menjadikan prioritas kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Eropa.
Kebijakan pendidikan untuk kewarganegaraan demokratis difokuskan pada
kegiatan konkret sasaran kelompok sebagai berikut. Pertama, pemimpin
politik dan pembuat keputusan seperti, anggota Parlemen, politisi, pakar
pemerintah, perwakilan kementerian pendidikan. Kedua, praktisi di lapangan
seperti, guru dan staf pendidikan, pemimpin sekolah, kepala sekolah, pemuda,
pendidikan orang dewasa formal dan non-formal, spesialis media, aktivis Hak
Asasi Manusia (HAM), pengusaha, serikat pekerja dan LSM, masyarakat, dll

(Birzéa, 2000: 17)

Perhatian pendidikan kewarganegaraan bisa dilakukan melalui
pendidikan formal, non-formal dan informal (Cogan, 1998: 13). Sementara
itu di Indonesia, Tim kajian Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia (2016: 268) menyebutkan bahwa pendidikan

kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan
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perguruan tinggi) dan jalur non-formal (sosial kemasyarakatan). Pendidikan
kewarganegaraan menjadi bentuk pendidikan yang mempengaruhi sesorang
untuk membuat keputusan independen dan bertanggung jawab atas semua
keputusan berdasarkan komponen penting untuk diintegrasikan dalam
pelatihan atau pendidikan instruktur pendidikan non-formal (Wahyudin, et al,

2016: 7248).

Kajian institut dialog di Mesir dari laporan “Citizens in the Making”
program pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan oleh LSM berfokus
pada kaum muda. Program tersebut meliputi sektor publik dan organisasi
masyarakat sipil untuk penyebaran nilai pendidikan kewarganegaraan seperti
media, partai politik, sektor swasta, dan lembaga keagamaan (Danish
Egyptian Dialogue Institute, 2016: 15). Dengan demikian, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung penyebaran nilai pendidikan kewarganegaraan
non-formal melalui Gabungan Pecinta Alam Belitung (GAPABEL)

melibatkan aktivis muda dalam program kelestarian lingkungan.

Kajian Widmaier (2011:18) mengartikan pendidikan kewarganegaraan
non-formal sebagai “works with a variety of methods in seminars, workshops,
conferences”. Diskursus pendidikan kewarganegaran non-formal dapat
ditelusuri dalam penelitan Zhu & Feng (2008: 10) menyatakan bahwa
pendidikan kewarganegaraan berbasis masyarakat menjadi kelanjutan penting
dan pelengkap pendidikan kewarganegaraan berbasis sekolah. Pada bagian
lain, kajian Hikam (1996: 171) menyebutkan pendidikan kewarganegaran di

Indonesia melalui program penyadaran dan advokasi sangatlah dibutuhkan
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bagi sebagian besar masyarakat dan LSM Indonesia cukup mempunyai
kelengkapan untuk melaksanakan tugas tersebut bersama-sama dengan

elemen civil society yang lain.

Dari paparan teoritis di atas, maka pendidikan kewarganegaraan jalur
non-formal merupakan pendidikan yang dikembangkan oleh instansi
pemerintah dan organisasi masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab
tantangan terpeliharanya dari interaksi-interaksi warga negara dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidupnya. Aksi gerakan organisasi berbasis lingkungan
seperti WALHI dan GAPABEL yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung bagaimana menjawab persoalan lingkungan hidup melalui ikut aksi
kampanye penolakan penambangan, aksi penanaman pohon pasca

penambangan dan mengelola bekas tambang menjadi tempat wisata.

Perkembangan mempersiapkan setiap warga negara untuk dapat
terlibat dalam kegiatan masyarakat secara aktif. Kewarganegaraan tentang
keanggotaan individu dalam komunitas sosial-politik. Pendidikan untuk
kewarganegaraan mengandung isu-isu seperti pendidikan berkualitas,
pembelajaran masyarakat dan inklusi (Ghosh, 2015: 21). Watak-watak
kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang
secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami
oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi
civil society (Branson, dkk, 1999: 23). Kajian Smith & Pangsapa (2008: 10)
Environment and Citizenship Integrating Justice, Responsibility and Civic

Engagement menjelaskan bahwa citizenship diartikan sebagai budaya,
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teknologi, identitas, sains, transnasionalisasi, dan kosmopolitanisme, tetapi

dalam fokus citizenship kajiannya adalah environment (lingkungan).

Pendidikan Kewargangeraan memiliki tujuan untuk menciptakan
partisipasi warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam
kehidupan sehari-hari yang mencakup kehidupan politik tingkat lokal,
regional, dan nasional (Branson, 1999: 7). Sementara itu di Indonesia,
beberapa kajian tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah
menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, bermartabat dan mampu
memecahkan masalahnya secara individual maupun masyarakat dalam rangka
ketahanan nasional sebagai geostrategis Indonesia (Ubaedillah & Rozak,
2015: 6; Bakry, 2015: 10; Wahab & Sapriya, 2011:29). Memberikan
kecerdasan kepada warga negara menjadikan solusi ketidakadilan yang
muncul dalam kehidupan bermasyakat. Ketidakadilan tersebut penting untuk
diajarkan di masyarakat untuk memiliki karakter rasa kepedulian dalam

penanganan masalah sosial dalam masyarakat.

Kondisi ketahanan nasional harus didukung partisipasi masyarakat
dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (Hakim, 2016:
274). Integritas pendidikan di sekolah, pendidikan dalam keluarga dan
pendidikan dalam masyarakat yang ditandai dengan terpeliharanya
keanekaragaman hayati dan dan kekhasan sumber daya alam di Bangka
Belitung. Bentuk pendidikan dalam masyarakat akan tumbuh berkembang
dilakukan oleh pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup yang memberi

kontribusi tersedianya sumber kekayaan alam menjadi modal dasar
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pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia (2016: 262) menyebutkan bahwa keterkaitan unsur
sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi: 1) Potensi
sumber daya alam wilayah yang bersangkutan; mencakup sumber daya alam
hewani, nabati, dan tambang, 2) Kemampuan mengeksplorasi sumber daya
alam, 3) Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa

depan dan lingkungan hidup, 4) Kontrol atau kendali atas sumber daya alam

Pendidikan karakter harus memperoleh pemahaman sukarela secara
mendalam terhadap nilai dan prinsip yang penting bagi masyarakat
demokratis. Pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan
mempromosikan kebaikan bersama. Pendapat Branson yang membahas
tentang karakter yang berjudul Character Development and Democtratic
Citizenship disebut dengan Character Counts di Amerika. Ada enam karakter
yang diidentifikasi oleh program setiap warga negara, adapun keenam
karakter yang menjadi pilar tersebut, yaitu Trustworthiness, Respect,
Responsibility, Fairness, Caring, and Citizenship (Bronson, 2007: 3).
Karakter Caring menjadikan pembentukan karakter peduli lingkungan yang
membuat masyarakat memiliki sikap peduli terhadap kondisi lingkungan

hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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c¢. Lembaga Organisasi Berbasis Lingkungan

Bidang tata kelola lingkungan terdapat hubungan antara lembaga
organisasi berbasis lingkungan berbagai stekholder termasuk negara,
perusahaan, organisasi internasional, dan LSM yang bekerja sama melalui
perjanjian, inisiatif, dan program untuk mengatasi masalah lingkungan (Latta
& Wittman, 2014: 271). Menurut Murdiantum & Daryanto (2015: 12)
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diperlukan kerja sama
antara pemerintah dengan LSM dan universitas. Oleh karena itu, negara ini
telah membuat kemajuan yang stabil dalam lembaga lingkungan dengan cara
memungkinkan lebih banyak warga negara untuk mengorganisir LSM

lingkungan dan untuk mengawasi dalam proses kebijakan pemerintah.

Beberapa faktor kunci keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai suatu organisasi pengawasan
lingkungan hidup di daerah yakni sebagai berikut. 1) Komunikasi dan jejaring
kerja yang baik antar unit; 2) Pendanaan yang belum mencukupi untuk
merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan; 3) Diklat-
diklat teknis di bidang lingkungan banyak belum diikuti/dikuasai pelaksana
teknis; 4) Media massa yang semakin banyak meliput masalah lingkungan; 5)
Isu lingkungan merupakan isu global dan melekat pada semua sektor; 6)
Luasnya sebaran dan cepatnya degradasi kualitas lingkungan yang terjadi; 7)
Kepedulian dan kesadaran lingkungan masyarakat dan dunia usaha yang

masih harus ditingkatkan (Renstra DLH 2017-2022: 44)
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Penyusunan program pembangunan lingkungan hidup yang baik
diperlukan sinkronisasi antar lembaga yang jelas dengan fungsinya masing-
masing. Gerakan kritik LSM dan pres, serta demo dan desakan masyarakat
agar perusahaan memperbaiki kinerjanya adalah hal positif dan seharusnya
didukung oleh pemerintah (Keraf, 2010: 321). Ketergantungan masyarakat
terhadap lingkungan membuat mereka menolak dengan pertambangan yang
dilakukan oleh perusahaan timah dan hutan tanaman industri, sehingga

perlawanan terus dilakukan hingga benar-benar dihentikan.

Program pelestarian lingkungan tersebut bisa dapat diwujudkan dalam
bentuk tanggung jawab semua lapisan masyarakat, pemerintah daerah,
lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan. Pemerintah pusat dan daerah
tentunya sudah cukup untuk memberikan peraturan Undang-Undang
mengenai persoalan penyimpangan lingkungan hidup. Kerusakan hutan pasca
penambangan menjadikan peran kelompok masyarakat sipil sebagai akar
rumput sangat diperlukan dalam pemeliharaan lingkungan di sektor hutan.
Peran yang lebih menonjol dalam tata kelola lingkungan seperti sektor pribadi
nirlaba, yaitu pembisnis dan perusahaan; dan sektor nirlaba civil society
terdiri atas kelompok akar rumput, lembaga informal, advokasi jaringan, dan

lembaga swadaya masyarakat (Humphreys, 2009: 171).

Pemerintah telah merancang pengelolaan lingkungan dan menyadari
bahwa masalah lingkungan yang sangat besar hanya dapat diatasi dengan baik
menggunakan pendekatan akar rumput dan pemerintah daerah. Pemerintah

mengambil peran LSM menjadi sangat penting dan bekerja dalam kemitraan
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di bidang pengelolaan lingkungan (Palmer, 2003: 223). Di sisi lain
masyarakat lokal dan pemerintah menerima dampak negatif dari keberadaan

tambang timah dengan kerusakan lingkungan (Irawan dkk, 2014: 75).

Peran dari organisasi-organisasi masyarakat Bangka Belitung
memberi kontribusi pergerakan dalam sebuah perubahan mengembalikan
kerusakan lingkungan pasca penambangan. Berdirinya berbagai organisasi
masyarakat memperkuat partisipasi kepedulian terhadap lingkungan.
Partisipasi sukarela dengan membentuk asosiasi-asosiasi masyarakat
kewargaan dapat melakukan kebaikan bersama sebagai perwujudan
partisipasi aktif di ruang publik (Samsuri, 2011: 378). Semua organisasi
masyarakat yang berada di luar struktur formal pemerintah dan tidak dibentuk

oleh bagian dari birokrasi pemerintah.

Dari definisi ini keberadaan LSM memang sangat diperlukan untuk
perubahan yang dapat menjebatani kepentingan pemerintah dan masyarakat
Bangka Belitung. Beberapa hambatan dihadapi gerakan LSM dalam
mengubah tipe organisasi menjadi gerakan sosial transpormasi. Pertama,
sejauh manakah mereka yang menciptakan ruang guna mengaktualisasi
paradigmanya di bawah pengaruh hegemoni Developmontalisme. Kedua,
sejauh manakah mereka dapat menciptakan ruang untuk melahirkan
kesadaran kritis didalam jaringan LSM sendiri maupun diantara rakyat yang
adalah partisipan mereka. Ketiga, bagaimana kekuatan komitmen mereka
terhadap paradigmanya dihadapan lembaga dana yang bekerja. Keempat,

sejauh mana dapat keluar dari hubungan yang seimbang antara LSM besar
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dan LSM kecil. Kelima, seberapa banyak organisasi dapat keluar dari proses
analisis dengan rakyat. Keenam, sejauhmana organisasi dapat memecahkan
masalah-masalah manajemen, baik didalam maupun diluar program

organisasi (Fakih, 1996: 149-151).

Pendidikan terkait isu ekologi mengintegrasikan LSM pembangunan
nasional seperti keberadaan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) sebagai
salah satu LSM lingkungan memfokuskan upaya penyadaran masyarakat
yang bertanggung jawab terkait kerusakan lingkungan hidup. Pendidikan
untuk manajemen lingkungan berbasis masyarakat dapat berfungsi sebagai
contoh yang baik dari proyek-proyek pendidikan yang mengintegrasikan
konservasi dan pembangunan ekonomi, menerapkan visi keberlanjutan

(Jimenez, et al, 2015: 221).

Keberadaan WALHI menjadi populer saat ini untuk melawan
penyalahgunanaan model pembangaunan yang tidak adil. WALHI telah
menghubungkan perubahan lingkungan, sosial, dan politik, sebagai hal yang
penting untuk mempromosikan transparansi dan pengelolaan sumber daya
yang baik (Eldridge, 2005: 159). Hardjasoemantri (2000: 449) menjelaskan
WALHI adalah forum komunikasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat
yang berminat dalam dan bergerak di bidang lingkungan hidup, tidak
berfiliasi politik dan tidak mencari keuntungan (nirbala). Laporan UNDP
(2015: 36) mengidentifikasi ada lima relewan Civil society organization
Bangka Belitung dalam masalah lingkungan. Kelima relawan Civi/ society

organization tersebut ialah: 1) Friends of the Earth (WALHI), 2) the
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Watershed Forum, 3) the women and children group, 4) the BABEL Farmer
Group (HKTI), and 5) NGO thatworks in the tourism sector. Organisasi
masyarakat sipil yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berkehendak
sendiri serta kegiatan-kegiatan untuk pengabdian masyarakat dalam

meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang akan datang.

WALHI menjalankan program kerjanya berlandaskan asas Pancasila
dan berpegang pada prinsip kemandirian bermakna semangat untuk tidak
menggantungkan diri kepada pihak maupun yang diimbangi oleh semangat
bekerjasama tanpa ikatan dengan semua pihak di bidang pengembangan
lingkungn hidup dan bekerja secara nyata untuk bersama masyarakat
(Hardjasoemantri, 2000: 450). Program pengembangan masyarakat seperti
WALHI menjalankan kegiatan yang diupayakan untuk mendorong
masyarakat secara bersama-sama dalam mengidentifikasi masalah,
pemecahan masalah, dan kebutuhannya dalam melaksanakan sebuah rencana
tindakan. Pendekatan pendidikan kemasyarakatan salah satu pendekatan yang
melihat masyarakat sebagai agen informasi dan mendorong komunikasi

perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

Sebuah sistem pemerintahan yang stabil perlu berpijak pada
masyarakat sipil yang terpadu dan kuat. Masyarakat sipil bukan hanya
berstandar pada kerangka hukum dan politik yang diberikan oleh negara,
melainkan juga pada orientasi politik, sikap dan tujuan warga negaranya.
Gerakan penguatan civil society merupaka gerakan untuk merekonstruksi

ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang
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monolitik. Strategi sebagai warga negara adalah usaha untuk memiliki
kembali pemahaman hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada
penguasa atas mereka lakukan atas nama pemerintah (Srijanti, Rahman, &

Purwanto, 2007: 201).

4. Karakter Peduli Lingkungan

Melalui pendidikan menjadi salah satu menumbuhkan kesadaran
warga negara akan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Lickona
(1991: 6) mengatakan pendidikan memiliki dua tujuan besar, untuk
membantu orang muda menjadi cerdas dan membantu mereka menjadi baik.
Pendidikan bukan hanya mendapatkan pengetahuan saja, akan tetapi menjadi
warga negara memiliki sikap yang baik. Pengetahuan timbul dalam
lingkungan sehat yang berdampak pada tindakan yang dilakukan warga

negara.

Kepedulian lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu
berusaha mencegah kerusakan lingkungan alam sekitarnya, dan
mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi
(Nurellah, Sumantri, & Purwanto, 2018: 155). Pembudayaan sebagai proses

penanaman karakter melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Pembentukan karakter dan moralitas warga negara tidak bisa
dilepaskan dalam kehidupan seseorang. Samani & Hariyanto (2011: 41-42)
menegaskan bahwa karakter dapat ditafsirkan dalam kehidupan sehari-hari

dengan melakukam tindakan atau pola berpikir masyarakat. Maka penting
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rasanya untuk mengambil langkah yang dimaknai sebagai nilai-nilai tingkah
laku atau tindakan manusia berkenaan dengan Tuhan, diri sendiri, dan

lingkungan.

Manusia berkarakter memiliki kepedulian terhadap lingkungan fisik
dan lingkungan sosial. Peduli lingkungan menjadi penting dalam tumbuh
kembangnya manusia (Naim, 2012: 200). Kualitas kesadaran manusia tidak
terpisahkan dari lingkungan yang mempunyai tingkat kualitas keseimbangan
lingkungan hidup. Karakter peduli lingkungan dalam penelitian Gunanti
(2012: 148) mengungkapkan bahwa sikap selalu berupaya untuk mencegah
kerusakan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

Adapun nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang menerapkan nilai-
nilai Pancasila yang terdapat dalam Perpres No 87 Tahun 2017 salah satunya
mengenai karakter peduli lingkungan. Karakter peduli lingkungan dalam
pendidikan kewarganegaraan terletak pada aspek karakter. Untuk
menumbuhkan karakter peduli lingkungan tersebut terlihat dalam tindakan
yang nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik yang dimulai dari
mengenalkanya tentang kebaikan serta kewajiban warga negara terhadap
lingkunganya dengan memberikan contoh-contoh mengenai masalah
kerusakan dan pencemaran lingkungan agar warga negara menginginkan
kebaikan dari menjaga lingkungan secara jujur, bertanggung jawab dan

menghormati hak orang lain.
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Karakter peduli lingkungan merupakan tindakan yang berupaya untuk
mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan melalui kegiatan pelatihan
bagi sekolah, sekolah, dan organisasi-organisasi berbasis lingkungan hidup
(Syahri, 2013: 119; Zuchdi, 2011: 169). Nilai karakter peduli lingkungan
berupa sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan
pada lingkungan alam sekitarnya, selain itu mengembangkan upaya-upaya

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan referensi, penelitian ini mengkaji beberapa hasil
penelitian yang relevan dengan judul penelitian “gerakan kewarganegaraan
ekologis sebagai upaya pembentukan karakter peduli lingkungan di Bangka
Belitung”

Pertama, penelitian Rohani (2013: 217-228) tentang Pembinaan
Tanggung Jawab Warga Negara dalam Memecahkan Masalah-Masalah Sosial
Melalui pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (Community Civics)”.
Hasil temuan menunjukkan pembinaan tanggung jawab warga negara dalam
memecahkan masalah-masalah sosial melalui beberapa LSM atau komunitas
tertentu yang ada di Pontianak dapat dikatakan menumbuhkan rasa tanggung
jawab masyarakat menjaga kebersihan sungai, cinta dengan lingkungan,
peduli lingkungan, dan berubah pola perilaku menjadi perilaku hidup bersih
dan sehat.

Relevansi dalam penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti
tentang lembaga swadaya masyarakat khususnya wahana lingkungan hidup
indonesia (WALHI) dan dinas lingkungan hidup, sedangkan yang
membedakan penelitian ini adalah dari sudut pandang ruang lingkup
permasalahan hanya memperoleh gambaran tanggung jawab masyarakat
dalam memecahkan pencemaran lingkungan sungai, sedangkan penelitian
yang dilakukan peneliti ini bertujuan untuk memperoleh proses gerakan
kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembentukan karakter peduli

lingkungan di Bangka Belitung.
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Kedua, Penelitian Prasetiyo & Budimansyah (2016: 177-186) tentang
Warga Negara dan Ekologi: Pengembangan Warga Negara Peduli
Lingkungan dalam Komunitas Bandung Berkebun. Hasil temuan
menunjukkan bahwa Pertama, mengajak warga peduli terhadap lingkungan
lewat aktivitas berkebun menerapkan program pro-lingkungan yaitu school
urban farming, urban farming, street urban farming, dan campus urban
farming. Kedua, pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada
masyarakat menjadikan cerdas, kritis dalam menerapkan pendidikan karakter
peduli lingkungan. Ketiga, mengupayakan warga negara membentuk etika
peduli lingkungan dan berpartisipatif dalam menghijaukan lingkungan.

Relevansi dalam penelitian yang dilakukan Prasetiyo dan Budimansyah
dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan informan penelitian
kelompok komunitas masyarakat yang mengembangkan serangkaian program
pro-lingkungan. Penelitian ini menguraikan tentang pengembangan
kepedulian warga negara terhadap lingkungan dalam komunitas Bandung
Berkebun yang telah menjalankan serangkaian program pro lingkungan.

Ketiga, Triwardani & Sarmini (2013: 470-484) tentang Pembudayaan
karakter peduli lingkungan melalui kegiatan bank sampah di Desa Duwet
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Dari penelitian tersebut didapati hasil
bahwa bank sampah sebagai pembudayaan karakter peduli lingkungan yang
mempunyai kegiatan seperti, pembuangan sampah pada tempatnya,
penanaman tanaman produktif, kerja bakti, mengelola sampah organik,

pembuatan kerajinan dari daur ulang sampah, dan melakukan reboisasi.
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Faktor yang mempengaruhi kegiatan bank sampah terdapat sosial,
pendidikan, ekonomi dan budaya.

Terdapat persamaan pada karakter peduli lingkungan. Namun
perbedaannya lebih menitik beratkan pada kegiatan bank sampah warga
peduli terhadap lingkungan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti lebih melihat gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya

pembentukan karakter peduli lingkungan di Bangka Belitung.
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C. Alur Pemikiran

Permasalahan lingkungan hidup semestinya menjadi perhatian serius
dari pemerintah daerah. Isu strategis permasalahan lingkungan hidup daerah
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut. Peran tingkat
kesadaran masyarakat masih rendah dalam pencemaran sungai dan pantai
akibat aktivitas tambang inkonvensional, perusahaan penambangan darat dan
laut telah mengakibatkan rendahnya kualitas air bersih dan kerusakan hutan
mangrove, belum optimalnya pengelolaan lahan kritis reklamasi pasca
penambangan, belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional
dan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R. Oleh karena itu,
pengetahuan publik tentang masalah lingkungan diperoleh dalam proses
pembelajaran di ruang lingkup sekolah, keluarga, kampus dan masyarakat.

Pemahamann itu sebenarnya dapat diperolah dari program pemerintah
yang terarah sesuai dengan kegiatan terencana. Pendidikan non-formal
digunakan oleh pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta menjadi
sangat penting untuk menjalin kerjasama dalam bidang pengelolaan
lingkungan. Penyadaran perilaku masyarakat lebih baik tentang masalah
lingkungan dapat melalui gerakan lingkungan. Sebagimana dalam Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan untuk lingkungan hidup disebut
kewarganegaraan ekologis (ecological citizenship). Gerakan
kewarganegaraan ekologis sebagai konsep gerakan WALHI, GAPABEL dan
DLH untuk membangun kesadaran perilaku masyarakat Bangka Belitung

dalam pembentukan karakter peduli lingkungan sesuai dengan nilai pancasila.
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Tentunya dalam gerakan kewarganegaraan ekologis mempunyai hambatan,
sehingga pemerintah dan organisasi berbasis lingkungan memberikan solusi
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Alur pemikiran bisa dilihat pada

gambar 1.

Permasalahan
Isu strategis permasalahan lingkungan hidup daerah di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut. Pertama, Masih
rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian
lingkungan hidup seperti, pencemaran sungai, pantai, rusaknya hutan
mangrove, degradasi hutan akibat aktivitas penambangan. Kedua,
belum optimalnya pengelolaan lahan kritis reklamasi pasca
penambangan. Ketiga, belum maksimalnya Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Regional dan pengelolaan sampah dengan pendekatan

Konsep gerakan kewarganegaraan
ekologis melalui berbagai organisasi
yang terkait dengan lingkungan hidup

\4 v _

Gerakan Gerakan Organisasi Gerakan
Pemerintah Berbasis Partisipasi
Lingkungan Masyarakat

v A v

Keberhasilan gerakan kewarganegaraan ekologis diperlukan kerja
sama stekholder yaitu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Wahana
Lingkungan Hidup (WALHI), Gabungan Pecinta Alam Belitung
(GAPABEL), dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pembentukan
karakter peduli lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar 1. Alur Pikir
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D. Pertnyaan Penelitian
Berdasarkan kajian pustaka pada penelitian ini, maka dapat diajukan
beberapa pertanyaan mengenai penelitian ini sebagai berikut.
1. Bagaimana gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya
pembentukan karakter peduli lingkungan di Bangka Belitung.

a. Bagaimana cara DLH mengembangkan gerakan kewarganegaraan
ekologis sebagai upaya pembentukan karakter peduli lingkungan di
Bangka Belitung?

b. Bagaimana cara WALHI mengembangkan gerakan kewarganegaraan
ekologis sebagai pembentukan karakter peduli lingkungan di Bangka
Belitung?

c. Bagaimana cara GAPABEL mengembangkan gerakan
kewarganegaraan ekologis sebagai pembentukan karakter peduli
lingkungan di Bangka Belitung?

2. Apa saja faktor penghambat pembentukan karakter peduli lingkungan
melalui gerakan kewarganegaraan ekologis di Bangka Belitung?

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh DLH, WALHI dan GAPABEL untuk
mengatasi hambatan pembentukan karakter peduli lingkungan di Bangka

belitung?
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